GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 241 /KPTS/DINKES/2023

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PERALIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAN DOKUMEN RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
KE RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur

Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pencabutan
Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera
Selatan, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pola
Tata Kelola Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan,
Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan
Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan dan
Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana
Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera
Selatan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Pelaksanaan dan Peralihan Pengelolaan Keuangan, Aset dan
Sumber Daya Manusia dan Dokumen Rumah Sakit Khusus Paru ke
Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera

Selatan;

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);




KEEMPAT : Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada
Diktum Ketiga Sekretaris Daerah segera melaksanakan pengalihan
dan/atau penggabungan dari Rumah Sakit Khusus Paru ke Rumah
Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumsel sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
ada tanggal 2& Februari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,#_

4@ H. HERMAN DERU

Tembusan :

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
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